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Menimbang

a, bahwa dengan telah ditctapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dacrah dun Retribusi Dacrah, pajak Pembangunan 1 diubah menjadi pajak
Hotel dan Restoran ,

b. bahwa dengan di Undangkannva Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Peraturan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indopesia Nomor
44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penvusuman Peraturan Perundaag-undangan Dan
Benwk Rancangan Undang-Undang, Rancangan perawran Pemerintahan  dan
Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia dipandang perlu dilakukan
perubahan dan peitvesuman terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Asahan |

¢. bahwa unfuk melaksanakan hal lersebut diatas dipandang perlu ditctapkan dalam
suatu Peraturan Daerah.

Mengingal

. Undang-undang Nomor 7 Tabun 1956 tenlang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupatgn-Kabupaten Dalam  Lingkungan Daerah  Propinsi  Sumatera Utara
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58) |

2. Undang-Undang Nomor |7 Tahun 1998 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
{Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor
3684) ;
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[Indang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negarn Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1685,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
368G

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 temang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60) ©

Peraturan Pemerintuh nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691} ;

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil |

Keputusan Presiden Republik Indenesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik
Penyususnan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan dan
Peraturan Daerah Perubahan,

. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor |70 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata

Cara Pemungutan Pajak Dacrah |

. Keputusan Menterr Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur

Pengesahan Peraturan [Dacrah tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah

. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib

Pajak vang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan

Kepulusan Menten Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah |

- Peraturan Dacrab Kabupaten Dacerah Tingkat 11 Asahan Nomor 7 Tahun 1988 tentang

Ketentuan-Ketentuan atas Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran
Dacrah Tahun 19389 Nomor 8 Seri "D") .

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 09/ SK /DPRD 10 MEI 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1T ASAHAN



BAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

(6)

{8)

(9)

(10)

()

(12)

(13)

Daerah adalah Kabupaten Asahan

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan

Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupali

Dinas Pendapatan [Daerah adalah [Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan

Pajak Hotel dan Restoran vang sclanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas
Pelayvanan Hotel dan atau Restoran

Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/
istirahat, memperelch Pelayanan dan atau fasilitas lainnys dengan dipungut
bayaran, termasuk bangunan lainnya vang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh
pihak yang sama. kecual unmiuk Pertokoan dan Perkanloran

Restoran atau Rumah Makan adalab tempat menyantap Makanan dan atau minuman
vang disediakun dan dipungut bayaran, tidak termasuk Usaha Jasa Boga atau
Ketring ,

Pengusaha Tlowl dan  Restoran  adalah  perorangan atayw  Badan  yang
menyeienggarakan Usaha Hotel dan Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau
dan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya

Surat Pemberitahuan Pajak Daecrah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat
yang digunakan vleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungkan dan pembayaran
Hotel dan Restoran yang tehutang menurut Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah

Sural Setoran Pajak Dacrah ayang sclanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penystoran pajak
yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempet lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah

Surat Ketetapan I’ajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah Keputusan yang menentukan besarnva jumlah pajak vang terhutang, jumlah
kredit pajak, jumlah kckurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
Administrasi dan jumlah vang masih harus dibayar

Surai Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambah yvang selanjutnya disingkat
SKPDKEBT adalah Ketetapan yvang menentukan lambahan atas jumlah pajak yang
ditetapkan

Sural Kcletapan Pajak Dacrah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajal lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya
terhiutang



(14) Surat Tagihan Pajak Daerah yvang sclanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk
melakukan tapihan pajak atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda

{15) Badan Huhum adalah bentuk Badan yang meliputi perscroaan Terbatas, Perseroan
Komandeter, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Megara atau Dacrah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, Persckuwuan , Perkumpulan Firma, Kongsi,
Koperasi, Yavasan atau Organisasi vang sejenis, Lembaga, Dana Pengsiun bentuk
tetap serta bentuk badan usaha lainnya

{16) Putusan Bandinge adalah Putusan badan penyelesaian sengketla pajak atas banding
terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajtb Pajak

(17) Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap Ketetapan Pajak
Daerah, Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah, Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bavar, Ketetapan Pajak Nihil atau terhadap pemolongan atau pemungutang
oleh pihak hetga vang dizjuban oleh Wajib Pajak

{18) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau kelerangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuban  kewajiban  Dacrah  berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan
Perpajakan Dacrah

(19) Penyidikan Timdak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkatan tindakan
vang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut
Penvidik untuk mencan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang Tindak Pidana dibidang Perpajakan Dacrah vang terjadi serta menemukan
lersanghkanya

BAL 1
SAMA OBYLER DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

{1) Dengan nama pajal botel dan restoran dipungut pajak mas setiap pelayanan dihotel
dan restoran,

{2) Obyck Pajak adalah sctiap pelavanan yang disediakan dengan pembayaran dan atau
restoran.

{3) Obyek Pajak scbagaimana dimaksud pada avai(2) meliput
a. Fasililas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain . gubuk
parawisata (Cottage s, motel wisma, pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan
rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau
lebih vang menvediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

b. Pclayanan penunjang antara lain telepon, faksimill, telex, fotocopy, pelayanan
cuct, setrika, taksi dan pengangkutan lninnya yang disediakan atau dikelola hotel.

¢. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran vang disediakan atau
dikelola hotel.

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

4_



¢. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disediakan dengan fasilitas
penyantapannya
Pasal 3
Dikecualikan dan obvek pajak adalah :

a. Penyewaan rumah atau kamar, apariemen dan fasilitas tempal tinggal lainnya yang
tidak menyatu dengan hotel .

b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesentren

¢. Fasilitas olah Raga dan hiburan yang disediakan dihotel yang dipergunakan oleh
bukan tamu hotel

d  Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel.

e. Pelayanan Perjalanan Wisata vang disclenggarakan oleh hotel dan dapat
dimanfaatkan oleh umum

. Pelayanan Usaha Jasa Boga/ Ketrmg,
g Pelayanan yang disediakan olch restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak
melebih batas vang dotetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 4

(1) Subvek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembayaran atas
pelayanan hotel dan restoran .

(2) Wajib Pajak adalah Pengusaha hotel dan atau restoran.

BAB Il

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK
DAN CARA PERHITUNGAN

PPasal S

Dasar Pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau
restoran.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan scbesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 7

Besarnya pajak terhutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud
pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.



BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Papuk terhutang dipungut diwalavah Daerah tempat hotel atau restoran berlokas

BAB V
MASA PAIAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG
Pasal 9

Masa pajak terhutang adalah jangka waktu vang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 10

Saat pajak terhutang adalah pada sant pelunasan dan atau pembayaran pajak hotel dan
alau restoran

BAB Vi

TATA CARA PEMBAY ARAN
Pasal 11

(1) Pembayaran pajak vang tcrhutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk olah Kepala Daerah

(2) Pembayaran pajak vang scbagmimana dinaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengeunakan S5

(3) Bentuk, jenis, isi, ubaran S5PD dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo
pembayaran pajak torhutang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 12
(1) Pembayaran pajak hurus dilakukan sckaligus atau lunas,

(2) Pajak vang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak yang
SKPDKB, SKPDKRBRT. STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding yvang menyebabhan jumlah pajak vang dibayar bertambah.

{3) Kepala Daerah, permohonan Wajib pajak  telah memenuhi  persyaratan lang
ditentukan dapat membenkan persetujuan Wajib Pajak untuk mengangsur alau
menunda pembayaran pajak dengan pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan .

(4) Tala cara pembayaran, penyctoran tempal pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran pajak diatur dengan keputusan Kepala Daerah.



BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 13
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD .

(2) SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya,

{3) STPD sebagaimana dimuksud ayat (1) harus disampaikan kcpada Kepala Dacrah
paling lama 15 (lima helas) hari setelah berakhirmya masa pajak.

(4) Bentuk, i1s1 dan lata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Dacrah |

BAB VIl
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14

(1) Berdasarkan SPTPID) schagmimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) Kepala Dacrah
menctapkan pajak terhutang dengan meneriwtkan SKPD.

{2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat [ |) tidak atau kurang dibayar setelah
lewat wakiu paling lama 30 (liga puluh) han sejak SKPD ditenima, dikenakan sanksi
Adminisirasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD

Pasal 15
(1) Wajib Pajak vang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
ayat (1) digunakan umuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak

sendiri yang terhutany

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terhutangnya pajak, Kepala daerah dapat
menerbitkan

a. SKPDKB
b. SKPDKBT

c. SKPDN

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemenksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang
tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak vang kurang atau terlambat dibayar untuk
Jjangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak .

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis dikenakan sanksi Administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan



dihitung dan paak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 bulan
dihitung sepak saal terhutangnya pajak

¢, Apabila Kewapban mengist SPTPD wdak dipenuhli, pajak vang terhulang secara
jabatan, dan dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 bulan sejak saal terhutangnya pajak.

(4) SKPDKBT schagaimana dimaksud ayat {(2) huruf "b" diterbitkan apabila ditemukan
data baru atau dain yanp semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah
pajak yang terhutang akan dikenakan sanksi Adminisirasi berupa kenaikan sebesar
100 %4 (seratur persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut,

(5) SKPDN sebagavnana dimaksud ayat (2) buruf "¢” diterbitakan apubila jumlah pajak
yvang lerhutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atzu pajak tidak terhutang
dan tidak ada kredit pajuk

(6) Apabila kewapiban pajak terhitang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf "a" dan "b" tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam
jangka wakiu yvang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah
dengan sankst Admimisirasi berupa bunga 2 % sebulan,

(71 Penambahan jumluh pajak vang terhutany scbagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dikenakan apabila Wanb Pajak melaporkan  sendin sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

BAR IX
IATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

{13} Surat Teguran waw Sural Peringatan atau Sural loin yang sejenis schagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saal jatuh
tempo pembavaran,

{2) Dulam jangka waktu 7 (tujuh) han scjak tanggal Surat Teguran alau Surat Peningatan
atuu surat lain vang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yvang terhutang,

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dikceluarkan olch Pejabat.

PPasal 17
(1) Apabila jumlah pajak vang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain
vang s¢jenis jumlah pajak vang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

{27} Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera seiclah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal Surat Teguran atau Sural Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 18
Apabila pajak yang harus dibavar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah

tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pecjabat segera menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan.



Pasal 19
Setelah dilakukan Penyitaan dan wajib Pajak belum juga melunasi hulang pajaknya, telah
lewat 10 (sepuluh} han sejak tanggal pelaksanaan Sural Perintah Melaksanakan
Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penctapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Lelang Nepara

Pasal 20
Scielah Kantor Lelang Negara menetapkan han, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan
lelang, Juru Sita memberitahukan denpan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak,

Pasal 21
Remuk, jenis dan s formulie yvang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak
Daerah ditetapkan vleh Kepala Dacrah,

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

(1) Kepala Daerah berdasarkan  permohonan  Wajib  Pajak  dapat memberikan
pengurangan, kerimganan dan pembebuasan pajak.

(2) Tata Cara pembenan pengurangan, kerninganan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah,
BAR XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat wenpajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat
yvang ditunpuk atas <uatu

a SKPDKE
b, SKPDKRBT
¢. SKPDLB
d. SKPDN

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang
jelas.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapakan pajak secara jabatan,
Wajib Pajak harus dapat membukiikan ketidak benaran ketelapan pajak terscbul.



(4) Kebaratan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (liga) bulan sejak
tanggal Sural, tanggal pemotangan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuahh Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya,

(5) Kebaratan yang Giduk memenubi persyaratan schagmimana dimaksud pada ayat (2)
dan (3) tidak dianggap schagai keberatan schingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan udak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaaan
penagihan pajak sesuai ketentuan vang berlaku.

Pasal 24

(1) Wapb  Pajak  dapat mengajukan  permohonan  banding hanva kepada Badan
Penyelesaian  Sengheta Pajak  terhadap Keputusan mengenai  keberatan  vang
ditetapkan oleh Kepala dacrah

{2) Permohenan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara teretulis
dalam bahasa Indoncsia, dengan alazan-alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (uga)
bulan scjak Kepulusan diterima, dilampirkan salinan dari Surat Keputusan tersebut.

{3} Pengajuan permohonan banding tdak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagiban pagak

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulken sebagian atau seluhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan |

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Prasal 26

(1) Kepala Daerah karcna jabtan atau atas permohonan Wajib Paak dapat membetulkan
SKPDKI3 atau SKPDKBT atau STPID yang dalam penerbitannya lerdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Dacrah

{2) Kepala Daerah dapat |
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi Administras: berupa bunga denda dan
kenaikan  pajak  vang lerhutang  menurut  Peraluran  Perundang-undangan
Perpajakan Dacral, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya

b. Mengurangkan atau membalalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3) Tata Cara pengurangan alau penghapusan sanksi Administrasi dan pengurangan alau
pembatalan ketetapan pajah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Keputusan Kepala Dacrah
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(n

(3)

(4)

(5)

(6)

(n

(3)

BAB XIN

PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27
Atas kelebiban pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengambilan kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan
sckurang-kurangnya
a  Nama dan alamal wajib pajak,
b Masa pajak
¢ Besarnya kelebihan pembavaran pajak
d. Alasan yang jclas
Kepala Dacrah dalam waktu paling lama 12 ( dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimakisud
pada ayat (1) hatus membenkan Keputusan
Apabila jangka waktu schbagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaw dan
Kepala Daerah tudak memberikan Keputusan, permihonan pengambila kelebihan
pembayaaaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam

waktu paling lama 1 (satu) bulan

Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dabulu hutang pajak tersebut

Pengembahan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
{dua) bulan sejak duernikannya SKPD1LB

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDI.B, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan.

Pasal 28

Permohonan pengembalion kelebihan pembavaran pajak diajukan secara tertulis
kepada Kepala Dacrah dengan menyebutkan :

a  Masa Pajak
b. Besarmnya kelebihan pembayaran pajak
¢, Alasan yang jelus

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan cara langsung
atau melalui Pos tercatat |

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penginman Pos tercatal merupakan
bukti saat permohon diternima oleh Kepala Daerah,



Pasul 29

(1) Pengembalian  kelebiban pajak  dilakukan dengan menerbitkan  Surat Perimah
membavar Kelebihan Pajak

{2) Apahih_} !-;cichii‘r_mn pembavaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya,
sebagaimana dimuksud dalam pasal 27 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan

cara pemindan bukuan dan bukti pemindahan buktian juga berlaku sebagai bukti
pembayaran

(3} Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak.
BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 30
{1) Hak untuk melahukan penagihan pajak, kadaluarsa scielah melampaui jangka wakru
5 (lima) tahun techitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak
meclakukan tindak pidana ditndang perpajakan daerah,
(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagnimana dimaksud pada avat (1) tertangguh apabila

a. Diterbitkannya Sural Teguran dan Sural Paksa atau

b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajip Pajak baik langsung maupun tidak
langsung,

Pasal 31

(1) Kepala daerah borwenang melakukan pemeriksaan untuk  mengu)l  kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah,

(2) Wapib Pajak vang dipenhsa wajib
a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau csatan, dokumen yang
menjadi-dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutama
vang terhutang.

b. Memberikan kesempatan uniuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan,

¢. Memberikan kelerangan yang diperlukan

(3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada
Keputusan Menter: Dalam Negeri |



BAR XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajb Pajak vany karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan udak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(¢nam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tdek lengkap atau melampirkan kelerangan yang tidak benar
schingga merugikan keuvangan Dacrah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam} bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

BAR XV

PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawar Negent Sipil tertiente dilingkungan  Pemerintah  Daerah  diben
wewenang khusus sebapa penyidik untuk melakukan penvidikan tindak pidana
dibndang perpajakan Dacrah

(2) Wewenang penvidik schagaimana dumaksud pada ayat (1) adalah

d.

Menerima, mencar dan mengumputkan kelerangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi letih lengkap dan jelas

Meneliti, mencar dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana perpajakan Dacrah terschut

Menenima, keteranpan dan baban buku dar orang pribadi mau Badan Hukum
sehubungan dengan tindak pidana dibvdang perpajakan Dacrah |

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidann dibndang perpajakan Daerah

Melakukan penpgeledahan  untuk  mendapatkan  babhan  bukti  pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti terschu

Meminta bantuan tenapa ahly dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan Dacrah.

Menyuruh berhenu, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saal pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dilawa sebagai mana dimaksud pada huruf "¢".

Memotret sesecoranyg vang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Dacrah.



1. Memenggil orang untuk didengar keterangannya dan dipenksa sebagai tersengka
atau saksi.

J. Menghentikan penyidikan

k. Melakukan tilakan lmn untuk kelancaran penyidikan lindak pidana dibidang
perapajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan,

(3) Penyidikan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainva
penyidikan dan menyampaikan basil penyidikennya kepada Penuntut Umum, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : & tahun 1981 tentang
hukum Acara Pidann

BAR NVII
KETENTUAN PENUTUR
Pasal 35
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah i, maka Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Asahan Nomor 07 Tahun 1998 temtang Pajak Hotel dan Restouran i
Kabupaten Asahan dinvatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulm berlaku pada tanpgal diondangkan,

Agar seliap oarang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan
Daerah int dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disuhkan di Kisaran
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASATIAN
Cap/dto
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mer 2000

RAH KABUPATEN ASATIAN
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